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A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang
mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi
hukum. Hal ini tertulis dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945
yang menyebutkan bahwa “Negara indonesia adalah negara hukum”.
Dengan demikian Indonesia adalah negara yang menghendaki hukum
sebagai alat untuk mengendalikan tingkah laku manusia untuk
terselenggaranya suatu kesatuan dan keseimbangan hubungan-hubungan
diantara masyarakat serta kepentingan-kepentingan yang akan timbul agar
tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Selain itu menurut Hadi Subekti
menyebutkan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam
pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada
rakyatnya

Perkembangan teknologi dan globalisasi perdagangan telah
membuka peluang luas bagi pelaku tindak pidana untuk mengembangkan
metode baru dalam peredaran rokok dengan pita cukai palsu. Fenomena
ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor kunci yang saling terkait.
Kemajuan teknologi memberikan sarana baru bagi pelaku tindak pidana

untuk merancang dan menyempurnakan teknik produksi, distribusi, dan



penjualan rokok ilegal serta pita cukai palsu.! Globalisasi perdagangan
membuka pintu bagi aliran barang yang lebih cepat dan lebih kompleks
melintasi batas negara. Hal ini menciptakan tantangan tambahan bagi Bea
Cukai dalam mengawasi pergerakan rokok ilegal dan pita cukai palsu,
terutama dengan keberagaman jenis produk dan kemasan yang sulit
diidentifikasi.

Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi
tindak pidana yang terjadi. Dan salah satu tindak pidana yang marak terjadi
di Indonesia adalah tindak pidana peredaran barang ilegal. Persaingan
yang ketat antar pelaku usaha menimbulkan kecenderungan bagi mereka
untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan persaingan tersebut.
Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara
melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai.
Padahal kejahatan ini dapat sangat merugikan negara. Khususnya dalam
bidang perpajakan.?

Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, terlebih
khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Lalu diatur pula pada Pasal 1 ayat
1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi
cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam

1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Buku Saku Bea Cukai: Penanggulangan
Rokok llegal dan Pita Cukai Palsu, Jakarta, Dirjen Bea & Cukai, 2023, h. 11. Diakses
tanggal 07 Januari 2025 melalui https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gelar-
operasi-dan-sosialisasi-rokok-ilegal.html.

2 Andrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h. 74.



undang-undang ini. Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang
tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk
hasil tembakau, berupa cigaret. Dalam terminologi sehari-hari, sigaret
dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil
tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena
permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya
cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka
membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar
cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal
ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan
yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-
undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal
54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.

Cukai ialah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu
seperti: tembakau, gula, bensin, dan minuman keras yang diatur lebih lanjut
dalam Undang-Undang. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik
yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.2 Bea cukai merupakan biaya
tambahan untuk barang-barang yang memiliki potensi sifat-sifat merugikan

atau efek samping bagi penggunanya. Pemungutan cukai tersebut

8 Sugianto, Pengantar Bea dan Cukai, Jakarta, Grasindo, 2008, h. 7



dimaksudkan sebagai jaminan kerugian bagi konsumen apabila suatu saat
terkena dampak dari barang yang dikonsumsi. Bila ditinjau dari sudut
pandang asas perpajakan, pada dasarnya cukai adalah pajak atas barang
(pajak konsumsi) yang pelaksanaannya berlaku asas domisili.
Pemberlakuan pungutan cukai sesuai yang diamanahkan dalam undang-
undang cukai hanya berlaku diwilayah hukum Indonesia. Artinya orang
sebagai pihak yang dikenai cukai atas suatu barang adalah orang yang
berdomisili di Indonesia baik mereka yang berkedudukan sebagai produsen
maupun pengedarnya.*

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang
memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan
sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam
rangka pengamanan penerimaan Negara, dimana dari produksi hasil
tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang
dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai
atau yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan
sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar diwilayah
Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu hal yang dilakukan untuk mendapat keuntungan lebih

oleh pelaku usaha adalah dengan cara melanggar prosedur yang berlaku

4 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.



guna menghindari pajak atau cukai. Pelanggaran ini menyebabkan
terjadinya kesenjangan yang ada di masyarakat dimana setiap usaha yang
ada harus mebayar pungutan berupa paja supaya usaha tersebut
mendapatkan izin untuk terus berjalan. Pajak adalah sumber terpenting dari
hal Negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Fungsi utama
dari pungutan Negara Cukai adalah memisahkan barang-barang yang
terkena cukai, selaku akibat kecuali fungsi cukai itu menyumbang sejumlah
besar pendapatan Negara.® Cukai berperan untuk memastikan bahwa
sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukau memenuhi standar
pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu diatur pula pada Pasal 1
ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi
“ Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang
tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini”.¢

Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat
diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan
produksi rokok oleh masyarakat yang tingginya cukai rokok yang dikenakan
oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang
berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan
atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka

mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum

5 Surono, Bahan Ajar Teknis Cukai, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013, h.2
& Sugianto, Pengantar Bea dan Cukai, Jakarta, Grasindo, 2008, h. 7



tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Atas Perubahan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan termasuk ke dalam
tindak pidana cukai.

Pada dasarnya, rokok merupakan benda ilegal. Adapun hal yang
membuat perdagangan rokok ilegal yaitu penghindaran pajak dan cukai.
Cukai adalah beban biaya pada barang-barang yang diimporkan dari
negara lain. Sebagai akibatnya, rokok bisa didapatkan dengan harga di
bawah harga legal sehingga memberikan banyak keuntangan bagi para
pemasok dan harga yang rendah bagi para konsumen sementara
menyebabkan kehilangan pendapatan di sisi pemerintah. Istilah
‘perdagangan rokok ilegal” sebagaimana dipahami lebih luas ketimbang
istilah “penyelundupan rokok” yang sering digunakan dan melampaui tiga
level: level pemerolehan, sebuah level menengah di mana rokok
dipidanakan kepada konsumen, dan level distribusi ritel.”

Di wilayah Kota Medan telah terjadi kasus pelanggaran Pasal 54
Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, Terdakwa Syafii Als.
Pii pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 13.30 wib, atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan

Aluminium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli,

7 Mangai Natarajan, Kejahatan dan Pengadilan Internasional, Penerbit Nusa
Media, Bandung, 2015, h. 148.



Kota Medan tepatnya di Toko J. Sipayung dan di Toko Girsang serta di Jl.
Cemara, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan tepatnya di depan Asrama Yon Zipur atau setidak-tidaknya
pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,
menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual
barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak
dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

Pada Putusan tersebut dikatakan bahwa, Terdakwa Syafii Als. Pii
dihubungi oleh MUJIONO bahwa telah masuk rokok sebanyak 10(sepuluh)
karton yang dilekati pita cukai palsu, Terdakwa Syafii Als. Pii mendatangi
rumah Mujiono dan mengambil 1(Satu) karton rokok merek BINTANG
kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Syafii Als. Pii mengantarkan
rokok tersebut ke Toko Girsang di Jalan Aluminium Raya, hamun sekira
pukul 13.30 wib saksi Aulia Arif Nasution dan saksi Kevin Keegan
Simangunsong masing-masing merupakan petugas dari Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Medan melakukan pemeriksaan
terhadap dua toko yaitu Toko J. Sipayung dan Toko Girsang lalu saat
petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Toko Girsang
dimana menemukan rokok merk Bintang sebanyak 88 selop @ 10 bungkus
@ 20 batang rokok dengan total sebanyak 17.740 batang rokok dilekati pita
cukai palsu yang mana pita palsu tersebut dapat terlihat dari hologramnya

apabila dibandingkan dengan specimen asli langsung terlihat, dan apabila



disinari sinar UV kertanya sangat berbeda dengan kerta pita Cukai Asli yang
menyerap sinar UV dan UV DULL, sedangkan di toko J.Sipayung
ditemukan dari dalam toko tersebut berupa rokok sebanyak 23 selop @ 10
bungkus @ 20 batang + 7 bungkus @20 batang dengan total sebanyak
4.740 batang rokok dan rokok merk Bintang 7 yang dilekati pita cukai palsu
sebanyak 6 selop @ 10 bungkus @ 20 batang + 3 bungkus @ 20 batang
dengan total sebanyak 1.260 batang rokok. Selanjutnya petugas bersama
dengan saksi Indra Gunawan Als. Igun dan Terdakwa Syafii Als. Fii menuju
Asrama Zipur dan berhasil menemukan 3(tiga) karton yang berisikan rokok
merk Bintang yang dilekati pita cukai Palsu, kemudian saksi Indra Gunawan
Als. Igun berserta Terdakwa Syafii Als. Pii dan Barang bukti rokok-rokok
yang dilekati pita cukai palsu dibawa kekantor KPPBC TMP B Medan.

Akibat dari pelanggaran tersebut, negara berpotensi dirugikan.
Kerugian negara dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Nilai cukai yang seharusnya dibayar dihitung berdasarkan jumlah batang
rokok, jenis rokok dan tarif cukai maka terhadap rokok tersebut total potensi
kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp 74.603.900,00,-(tujuh
puluh empat juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini agar majelis hakim
menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun
dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dan denda 2 (dua) kali nilai
cukai yang harus dibayarkan dengan nilai 2 X Rp.74.603.900,00,-(tujuh

puluh empat juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah).dengan jumlah



Rp.149.207.800 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu
delapan ratus rupiah) jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan
maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa
untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak
mencukupi diganti dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.
Selanjutnya majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan
pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun
dan 6 (Enam) bulan serta denda sebesar Rp.149.207.800 (seratus empat
puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) ratus rupiah)
dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka
harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah
denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur
dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang tentang Cukai bahwa
Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan
untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran
atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai
lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki,
menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang
diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana
berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
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paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai
cukai yang seharusnya dibayar.®

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, dalam
rangka mendukung kesinambungan pembangunan dengan menempatkan
kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan
juga merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan
pembangunan. Sehingga kewajiban membayar Cukai sebagai perwujudan
kewajiban kenegaraan dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai alat
pembaharuan sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan
penelitian terkait kasus tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak
dilekati pita cukai terkhusus pada perkara putusan Nomor
403/Pid.Sus/2023/PN Mdn serta penerapan hukum pidana terhadap pelaku
tindak pidana menjual rokok barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai
pada kasus diatas. Berkaitan dengan hal-hal tersebut maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG CUKAI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

403/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)”.

8 Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah
yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana menjual barang
kena cukai yang tidak dilekati pita cukai ?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai?

3. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang
tidak dilekati pita cukai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan
hukum tentang tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak
dilekati pita cukai.

2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan
sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai
yang tidak dilekati pita cukai.

3. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan
majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak
pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai

berdasarkan  Putusan  Pengadilan Negeri Medan  Nomor
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403/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat secara teoritis.

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan
ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas yang
berkepentingan dengan implementasi Undang-Undang Cukai
terutama mengenai ketentuan barang kena cukai dan bagi
pemerintah diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam
menentukan kebijakan barang kena cukai.

2. Manfaat secara praktis.

a. Memberikan kontribusi bagi pejabat yang berwenang untuk dijadikan
suatu pandangan atau langkah kedepan yang positif terhadap
penegakan hukum pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai
yang tidak dilekati pita cukai.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan
mengenai penegakan hukum di bidang cukai, khususnya mahasiswa
fakultas hukum, pakar hukum, aparatur negara, dan para penegak
hukum.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan
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gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Teori ini
masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara
meneliti secara realitas. “Kerangka teoritis lazimnya dipergunakan dalam
penelitian iimu-ilmu sosial dan juga dapat dipergunakan dalam penelitian
hukum”.®

Suatu kerangka teori bertujuan “untuk menyajikan cara-cara untuk
mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan
menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu”.1® Teori
hukum merupakan “suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan
dengan sistim konseptual aturan-atuiran hukum dan putusan-putusan
hukum dan sistim tersebut untuk sebagian yang penting untuk
dipositifkan”.1* “Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah
dalam tatanan hukum positif konkrit”.1?

Teori hukum dapat diartika sebagai ilmu atau disiplin hukum yang
dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara krisis menganalisis
berbagai aspek gejala hukum baik tersendiri maupun dalam Kkaitan
keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam
pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh
pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin

mengenai bahan hukum yang tersasi dan kegiatan yuridis dalam

9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2016, h.127

10 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 23

11 3.J. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
h.160

12 Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju,
Bandung, 2012, h. 43
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kenyatataan kemasyarakatan.'®
Teori hukum menurut Bruggink adalah “suatu keseluruhan
pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual
aturan-aturan hukum, putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk
sebagian penting diposititkan”.1* Suatu teori sedikitnya terdapat 3 (tiga)
unsur, yakni :
a. Teori memberikan penjelasan mengenai hubungan antara berbagai
unsur dalam suatu teori;
b. Teori menganut sistem deduktif, yaitu bertolak dari suatu yang umum
dan abstrak menuju suatu yang khusus atau nyata;
c. Teori memberikan penjelasan atau gejala yang dikemukannya.*®
Prinsip dasar teori yang dikutip dalam penelitian ini berpedoman
pada objek penelitian yang diteliti, hal ini dilakukan agar penggunaan teori
dalam landasan berfikir akan tetap sesuai dengan judul yang ditentukan.
Pengutipan teori dalam penyusunan penelitian ini disesuaikan dengan
rumusan masalah. Dalam membahasa rumusan masalah peneleitian ini
digunakan beberapa teori sebagaimana dikemukakan berikut ini:
a. Teori Negara hukum
Teori negara hukum adalah negara yang memandang bahwa hukum

memegang peranan penting dalam berbagai aspek kenegaraannya dengan

13 Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, Dasar-Dasar
Pengetahuan limu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.95

4 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis,
Gunung Agung, Jakarta, 2012, h. 84.

15 1bid, h. 85
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konsekuensi logis bahwa negara harus mampu mewujudkan supremasi
hukum dan hal ini mengisyaratkan bahwa hukum bukan menjadi alat untuk
kepentingan penguasa atau politik yang dapat menimbulkan sikap
deskriminatif dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya,
hukum ditegakandemi mencapai keadilan dan ketertiban bagi seluruh
kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Konsep negara hukum
dikelompokan dalam tiga kelompok yaitu :16
1) Konsep rechtsstaat yang berkembang dinegara continental;
2) Konsep rule of law yang berkembang dinegara Anglo-Saxon
3) Konsep socialist legality yang berkembang dinegara komunis.
Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah
nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi
tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang
artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan
negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles
mengenai negara hukum: Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah
negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga
negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan
hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu
perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga

negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya

16 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Alumni,
Bandung, 1991, h.11
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ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup
antar warga negaranya.

Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:
Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri
di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.
Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup
untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu
perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi
warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang
sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan
keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.’

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak
dapat dipisahkan dengan konsep Rechtsstaat dan The Rule of Law.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental
dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl,
Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, vyaitu
“‘Rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara
hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The
Rule of Law”.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya
dengan istilah “rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.

3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.

4. Peradilan tata usaha negara.

17 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti,
1983, h. 153- 154.
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Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam
setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”,
yaitu :

a) Supremacy of law.
b) Equality before the law.
c) Due process of law.®

Keempat prinsip “Rechtsstaat” yang dikembangkan oleh Julius Stahl
tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip
“‘Rule of Law” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri
Negara Hukum modern di zaman sekarang. Berikut diuraikan mengenai tiga
unsur the rule of law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

1) Supremacy of law

Adapun dari pengertian di atas Supremacy of Law adalah adanya
pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua
masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.® Dalam
perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara
yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang
mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam
perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas

supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya

18 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta,
1962, h. 9.
19 1bid, h. 11.
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bahwa hukum itu memang supreme, bahkan dalam republic yang menganut
presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih
tepat untuk sebagai kepala negara itu sebabnya dalam sistem
pemerintahan presidential, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara
dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.
2) Equality before the law

Persamaan dalam hukum (equality before the law) yaitu adanya
persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang
diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.2° Dalam rangka
prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala
bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang
terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sedangkan yang
dinamakan affirmative actions digunakan mendorong dan mempercepat
kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk
mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama
dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.
3) Due process of law

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka
asas legalitas (Due Process of Law) dipersyaratkan dalam segala bentuk
tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan

yang sah dan tertulis.?! Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus

20 bid, h. 12
2 |bid, h. 13
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ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan
administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau
tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau
rules and procedures.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki
perbedaan dengan konsep negara hukum rechtstaats dan konsep negara
hukum the rule of law. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan
pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini:

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum
Republik Indonesia, adalah :

a) Pancasila.

b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
c) Sistem Konstitusi.

d) Persamaan.

e) Peradilan Bebas.??

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara
Hukum (Rechtsstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat). Di
dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip
supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan
pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam

Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak

memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum,

22 M. Tahir Azhari, Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari
Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan
Bintang, Jakarta, 2005, h. 83-84.



20

serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap
penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.??

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh
karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan,
harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan tata tertib,
keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha
pencegahan, maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah
terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara
preventif maupun represif.?* Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada
hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat
keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi
mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual inti dari penegakan
hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilainilai yang
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang
mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut

sehingga akan tampak lebih kongkrit.2®

23 Jimly Asshiddigie, e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, h. 55-56.

24 Redaksi Sinar Grafika, KUHAP Lengkap, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h. 204.

25 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum,
Jakarta, Raja Grafindo, 1983, h. 7.



21

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan keinginan
hukum men-jadi suatu kenyataan dimana keinginan-keinginan tersebut
sebagai wujud dari pemikiran badan pembuat peraturan perundang-
undangan yang dirumuskan dalam berbagai bentuk peraturan sehingga
proses dari penegakan hukum oleh pejabat penegak hukum memiliki
hubungan erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.?®
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku
dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.?’ Dalam penegakan hukum pidana ada
empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan
perhatian yaitu :2®
1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial

yang merugikan dan membahayakan masyarakat;
2) Masyarakat memerlukan perlindungan dari terhadap sifat berbahaya

pelaku kejahatan;

26 Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 2004, h. 24

27 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Jogyakarta, Liberty, 1988, h 32

28 Barda Nawawi Arief, Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum
Pidana, CitraAditya Bakti, Bandung, 1998, h. 13
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3) Masyarakat memerlukan perlindungan penyalahgunaan sanksi atau
reaksi dari penegakan hukum;

4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan
keselarasan berbagai kepentingan sebagai akibat dari kejahatan”.

Perkembangan perusahaan rokok di Indonesia meningkat sangat
pesat sehingga hal tersebut mempengaruhi peranan industri rokok dalam
perekonomian Indonesia selain sebagai motor penggerak ekonomi,
keberadaan perusahaan rokok juga menyerap banyak tenaga kerja namun
keberadaan industri rokok di Indonesia memang dilematis karena disatu sisi
industry rokok diharapkan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi
negara karena cukai rokok diakui mempunyai peran penting dalam
penerimaan Negara tetapi disisi lain keberadaan rokok yang dapat
mengganggu kesehatan menjadi masalah yang harus dihadapi oleh
Negara.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap
barang- barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu
sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang, cukai mempunyai
peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu yang
terkena cukai telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh
pemerintah dan peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena
cukai tersebut penting agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang
seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar selain

itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut
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dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai.?®
Pita cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki
sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang di gunakan sebagai bukti
pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka
pengamanan penerimaan Negara.

Rokok adalah salah satu jenis produk olahan tembakau yang dibakar
dan dihirup asapnya guna mendapatkan suatu kenikmatan tertentu yang
dikemas dalam berbagai bentuk, pada dasarnya dihasilkan dari tanaman
nicotina tabacum yang mengandung nikotin dan tar sehingga dapat
membahayakan kesehatan karena didalam rokok terkandung zat kimia
yang dapat merusak kesehatan pengguna rokok maupun lingkungan oleh
karenanya peredaran dan penggunaan rokok diberbagai negara memiliki
pengaturan tersendiri seperti di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Tindak pidana dalam bidang cukai tidak
diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran yaitu suatu delik
undang- undang dimana dipandang sebagai tindak pidana karena
perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Cukai termasuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini adalah
pemakai atau konsumen dan cara untuk membedakan pita cukai asli dan

pita cukai palsu pada kemasan rokok (pada umumnya) yaitu dapat dilihat

29 Nindy Axella, Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Cukai, JOM
Fak.Hukum, Volume 11,2015, h. 2
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dengan mata telanjang dari kertas cukai yang digunakan dimana adanya
tanda serat atau tidak sedangkan dengan menggunakan kaca pembesar
maka serat akan terlihat lebih jelas, apabila disorot memakai lampu sinar
ultraviolet (UV) maka akan terlihat tebaran serat berbentuk batang pendek
berwarna oranye, jingga, dan biru.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan
hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi sendi-
sendi kehidupan manusia, mengatur dan mengendalikan ketertiban hidup,
sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan manusia lain dalam
berbagai interaksi yang harmonis dan damai. Hukum juga merupakan
peraturan tertulis yang dirancang dan dibuat oleh pihak yang berwenang
yang bersifat memaksa guna mengatur kehidupan yang damai dan adil
ditengah masyarakat. Hukum juga dapat dikatakan bahwa hukum berperan
sebagai panglima dalam mengawal terlaksananya undangundang maupun
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ditengah-tengah masyarakat,
sehingga undang-undang maupun peraturan yang telah dibuat itu dapat
berjalan dengan baik tanpa adanya gejolak yang dapat merusak tatanan
hidup di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

c. Teori Pertanggunjawaban Pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif
saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas
legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari

pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan
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demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan
yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah
ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.
Roeslan Saleh menyatakan bahwa:
‘Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana,
tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat
dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah
keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban
pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung
jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan
sebagai soal filsafat”.3°
Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal
pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya
perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian
juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan
perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang
melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka
tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan,
walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia
tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada
kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.3!
Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing

L 11
J

pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal

responbility”, “criminal liability”. Bahwa pertanggungjawaban pidana

%0 Roeslan Saleh. “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,
Ghalia Indonesia, 2002. h. 10
31 Ibid, h. 75
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dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa
dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau
tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau
dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang
dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung
jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari penindak
yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut
tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.3?

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela
oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya
atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan
perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga
dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si
pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si
pembuatnya tentu tidak dipidana.33

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan
pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya
terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi,
apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak
pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatanya.3*

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

82 Kanter dan Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya,
Jakarta, Storia Grafika, 2002, h. 54

33 Roeslan Saleh, Op Cith. 76

34 Moeljatna, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 2007, h. 49
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“‘Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal
pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada
dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan
perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah
dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan
atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu
memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.3®
Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur
pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, Il dan I,
sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang
menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan
disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik
dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.
Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan
penindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-
unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut
terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan
dipertanggungjawabkan atas tindakantindakan pidana tersebut apabila
tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat
melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk
itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya
seseorang Yyang yang “‘mampu bertanggung-jawab yang dapat

dipertanggung-jawabkan. 36

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang

35 Roeslan Saleh, Op Cit h. 78
3% Moeljatna, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 2007, h. 57
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atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana
atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan
perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia
melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang
yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Ruslan Saleh,
tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas
perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan
hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus
ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua
unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana
yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan
dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:3’

a. Melakukan perbuatan pidana

b. Mampu bertanggung jawab

c. Dengan kesengajaan atau kealpaan

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut
diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana
dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana,
sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan

dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan.

%7 1bid h. 80
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Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:
1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);
3. Tidak ada alasan pemaaf.3®
Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan
tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan pidanakan petindak
atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada
petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :
a) Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
b) Terdapat kesalahan pada petindak;
c) Tindakan itu bersifat melawan hukum;
d) Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
(dalam arti luas);
e) Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan
keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.3®
Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:
1) Kesalahan;
2) Kemampuan bertanggungjawab;
3) Tidak ada alasan pemaat.
Moeljatho menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan

bertanggung jawab harus ada: Kemampuan untuk membeda-bedakan

38 Kanter dan Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya,
Storia Grafika. Jakarta, 2002, h. 60
%9 |bid, h.65
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antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan
yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan
kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan
tadi. (faktor perasaan). 49

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan
pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.
Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada
tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah
sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk
larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan
masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut
akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat
berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan
suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi
terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.
Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana,
karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan
mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak
pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subjeknya haruslah sama
antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan

perbuatan pidananya. 4

40 Moeljatna, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 2007, h. 59
4http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawabanpidan/
Diakses pada tanggal 26 Desember 2024 pukul 21.06 Wib.


http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawabanpidan/
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2. Kerangka Konsep

Kerangka konsepsi merupakan kerangka yang mengambarkan
hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau diteliti. Suatu
konsep merupakan bukan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan
suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu biasanya fakta, sedangkan
konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan- hubungan dalam
fakta tersebut.*?

Kerangka konsepsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku  mengamati,
mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan
menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu
kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.*3

2. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori,
metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu
kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang
telah terencana dan tersusun sebelumnya.

3. Sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan
dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran,
kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah

satu cara pendisiplinan.*

42 Masri Singaribun dkk, Metode Penelitian Survey, LP3E3, Jakarta, 2010, h.15.

43 https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/ Diakses Pada Tanggal 23
Desember 2024 Pukul 16.28 Wib

44 Ngalim Purwanto, llmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung, Remaja
Rosdakarya, 2009, h. 186



32

4. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan
yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas
sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.

5. Tindak pidana adalah merupakan perilaku manusia yang dirumuskan
dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan
dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana
akan mempertanggungjawabkan dengan pidana apabila ia mempunyai
kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu
melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan
pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.4®

6. Pita cukai adalah
Suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas
barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran
dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib
cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai
tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai dicetak sesuai pesanan
Direktorat Jenderal Bea Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan
untuk produk yang terkena pajak.*®

7. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang
tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam

undang-undang.*’

F. Keaslian Penelitian

% S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia
Cetakan Ke-2, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM,1998, h.208

4 http://peruri.co.id/valuable-document/51/pita-cukai Diakses Tanggal 25
Desember 2024, Pukul 16.58 Wib.

47 Burhanuddin, Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai, Yogyakarta,
Yustisia, 2013, h. 9.
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Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan
penulisan hukum tentang “Analisis yuridis penerapan sanksi terhadap
pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita
cukai dalam perspektif undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang
cukai (studi putusan negeri medan nomor 403/pid.sus/2023/pn.mdn)”
Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa
penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana cukai, yaitu :

1. Peneliti oleh Bobby Hardi (NPM : 71210123197) Fakultas Hukum
Universitas Islam  Sumatera Utara dengan judul Tesis
Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Distributor Rokok Tanpa
Pita Cukai Yang Mengakibatkan Kerugian Negara (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021) dengan Pokok
permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

a. Bagaimana pengaturan penjualan rokok oleh distributor di Indonesia
sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang
melakukan penjualan rokok tanpa dilengkapi pita cukai?

c. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas tindakan distributor
rokok tanpa pita cukai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor

2113 K/Pid.Sus/20217?

2. Peneliti olen R. Sri Agoeng Hardjito (NIM: B4A 003 037) Fakultas
Hukum Universitas Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul

Tesis “Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha



34

Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan
Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A2 Kudus)” dengan Pokok
permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

a. Bagaimana fungsi utama Undang-Undang Cukai dalam membatasi
(regulater) peredaran barang kena cukai berupa rokok tanpa harus
meniadakan fungsi budgeter, gambaran Pengusaha Rokok di lokasi
penelitian?

b. Bagaimana penegakan hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dalam mengantisipasi meningkatnya peredaran rokok ilegal?

c. Bagaimana implikasi UndangUndang Cukai terhadap ketaatan
pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukai?

3. Peneliti oleh Dede Ilham (NIM.191021078) Fakultas Hukum Universitas
Islam Riau dengan judul Tesis Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru dengan
Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

a. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana
peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru?

b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap
tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru?

Dilihat dari titik permasalahan dari masing-masing penelitian di atas
terdapat perbedaan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dengan demikian penelitan ini  adalah asli dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan untuk memecahkan suatu
masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau
menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan,
menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan
pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-
mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud
untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.48

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis
normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang diakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum
perpustakaan.*® Penelitian yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap
asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar
falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.5° Fokus kajian penelitian adalah
tentang pengaturan, penerapan sanksi hukum pidana dan dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak

pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai. Sesuai

48 |da hanifah, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan, Pustaka
Prima, 2018, h.16.

49 Ediwarman, Metodologi Penelitian Hukum, Sofmedia, Medan, 2015, h. 25

50 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94
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dengan fokus penelitian ini, maka objek kajian penelitian ini meliputi asas-

asas hukum dan inventarisasi hukum positif.

2. Metode pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang (statue approach).
Pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.>® Penelitian
hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji
suatu permasalahan tertentu. Dalam melaksanakan penelitian untuk
mendapatkan hasil yang diinginkan untuk penulisan selanjutnya, penulis
melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan
yuridis-normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus
yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah
merupakan kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan
hukum tetap. 52

3. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok

51 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada media Group,
2016, h 137
52 |bid, 2011, h. 24
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permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi
penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Adapun bahan
hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini
yaitu :
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
UndangUndang Hukum Acara Pidana.
4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai
5) Putusan hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor
403/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan
hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur,
makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari
kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian
ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan.®
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dalam hal ini yang
berupa data non-hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa

5 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2003, h. 67
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Indonesia, Ensiklopedia, artikel, jurnal, Kamus Umum Lengkap Inggris
-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Hukum serta beberapa kajian
yang memuat informasi secara relevan >*
4. Alat Pengumpul Data
Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau
bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan
dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet.
Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada
kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam
penelitiannya.>®
5. Analisis Data
Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam
penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian
mengenai caracara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data
kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan
yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan
pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang
menjadi sasaran atau objek penelitian.>®
Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang

logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang

berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang

54 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, 2011, h.52

55 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 160

56 Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2001, h. 69
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hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian
melakukan konklusi dari penelitian tersebut.
6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu : Pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai
latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode
penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-
bab selanjutnya.

Bab Kedua : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan
yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu pengaturan
hukum tentang tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati
pita cukai.

Bab Ketiga : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan
yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu penerapan sanksi
terhadap pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak
dilekati pita cukai.

Bab Keempat : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan
pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga yaitu
pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita

dalam Putusan Negeri Medan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.
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Bab Kelima : Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis

dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.
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BAB Il
PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA MENJUAL

BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.
1. Pengertian Tindak Pidana

Istlah dari “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda
strafbaarfeit.>” Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari
kenyataan, sedangkan straafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara
harfiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian dari penyataan yang dapat
dihukum.®® Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari
strafbaarfeit atau delict terdapat beberapa istilah seperti :
a. Tindak pidana.
b. Perbuatan pidana.
c. Peristiwa pidana.
d. Pelanggaran pidana.
e. Perbuatan yang boleh dihukum.
f. Perbuatan yang dapat dihukum.>®

Perumusan strafbaarfeit adalah perbuatan yang dilarang

undangundang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan

57 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, PT
Redaksi Refika, 2003, h. 59.

58 Evi Hastanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta; Sinar Grafika, 2008, h. 5.

5 H.Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PIH), Jakarta; Rajagrafindo Persada,
2004, h 136.
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bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.®°
Pengertian hukum pidana, dikemukakan para sarjana hukum,
diantaranya adalah Soedarto: “Hukum pidana memuat aturan-aturan
hukum yang mengikatkan kepada perbuatan yang memenuhi syarat suatu
akibat yang berupa pidana.” 1
Menurut Amir llyas bahwa:
“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu
pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa
hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak
dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana,
sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah
dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah
yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”. 62
Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam
Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan
dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan
mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia telah
mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakuakan.®3

60 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta; Rineka Cipta, 2000, h. 59.

61 Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana 1, Bandung; CV. Armico, 1990, h. 9.

62 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara pidana, Jakarta; Ghalia
Indonesia, 2001, h. 22

63 Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta; Rangkang Education
Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, h. 18.
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Istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup
pengertian melakukan atau berbuat, (active handting) dan/atau tidak
melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passive
hanndeling).”®* Untuk Strafbaar Feit ini ada 4 istilah yang dipergunakan
dalam bahasa Indonesia, yakni:®°
a. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950);

b. Tindak pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR);

c. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang
Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan,
Kekuasaan Dan Acara Pengadilian Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-
Undang Darurat Republik Indonesia tentang Mengubah Ordonasi
Tijdelijk Bilzondere Bepalingen Strafecht. L.N 1951 No. 78 dan dalam
buku Mr. Karni : Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;

d. Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja: Pokok Pokok Hukum
pidana 1955.

Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian
juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi
tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. Oleh karena itu, para
ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayang
sampai kini belum ada keseragaman pendapat.5°

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:

a. Simons mengatakan bahwa “Suatu tindakan melanggar hukum yang

telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

64 Sianturi, S.R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Jakarta;
Alumni AhaemPetehaem, 1982, h. 207.

65 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta; Rineka Cipta, 2000, h. 54-55

66 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta; Rajawali Pers, 2014, h. 67
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yang oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang
dapat dihukum”®”

b. Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak
pidana yaitu: “Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata
hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus
diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan
menyelamatkan kesejahteraan umum; definisi yang bersifat perundang-
undangan yaitu suatu peristiwva yang oleh UndangUndang ditentukan
mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian (nalaten); tidak
berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan
yang merupakan bagian dari suatu peristiwa”®

c. Menurut Chairul Huda, “Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang
karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana
karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana;®®

d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan
yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat
dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.”

e. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah “Sesuatu pebuatan atau

rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-

67 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan ke-4,
Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011, h. 182

68 Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana |, Bandung, Sinar Grafika, 1995, h. 225

%9 bid.

70 bid.
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Undang atau aturan Undang-Undang lainnya, terhadap perbuatan mana
diadakan tindakan hukum”’*
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis ini yang terdapat beberapa jenis perbuatan pidana
atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan
pelanggaran. Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan
yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu
diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak
dirumuskan sebagai delik dalam undangundang, perbuatan ini benar- benar
dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan
keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat
baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang
merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai
tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya
dengan sanksi pidana.”

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak
pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup
dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian,
pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi

apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.”

1 R, Tresna, Azas-Azas Pidana, Jakarta; PT. Tiara Limited, 1995, h. 27.
72 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta; Rineka Cipta, 1994, h. 89.
73 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 175.
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Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa.
Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan
jilka ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik
aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik
aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan
secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik
aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan
keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya
pengaduan untuk penuntutannya.’#

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu,
KUHPidana telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua)
kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing
menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.’®

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara
lain:

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat
dalam buku Il dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku lIl.
b. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil

(formeel delicten) dan tindak pidana materil (materieel delicten).

4 |bid, h. 102
5 Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta; Rangkang Education
Yogyakarta, 2012, h. 28.
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. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana
sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja
(culpose delicten).

. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta
commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak
komisi (delicta omissionis).

. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam
waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum
dan tindak pidana khusus

. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak
pidana communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa
saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang
memiliki kualitas pribadi tertentu).

. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka
dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak
pidana aduan (klacht delicten).

Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten),
tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten), dan tindak

pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten).
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j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap
harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama
baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan
tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).”®

Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif),
perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk
mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang
berbuat. Tidak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan
tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan
secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya
berupa perbuatan pasif. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana
yang pada dasarnya berupa tindak positif, tetapi dapat dilakukan secara
tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi
dilakukan dengan tindak berbuat.””

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui

apakah perbuatan tersebut masuk dalam suatu kategori perbuatan,

76 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta; Rajawali Pers, 2014, h.
117-119
77 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta; Rineka Cipta, 1994, h. 25-27
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tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Untuk menetapkan pidana
itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut
lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi jika seseorang
dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-
syarat tindak pidana (strafbaafeit).
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari
dua sudut pandang, yakni:"®
a. Dari sudut teoritis Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu
sebagai berikut, yaitu:
1) Perbuatan;
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).’®
Sedangkan menurut Jonkers, Unsur-unsur tindak pidana adalah:
1) Perbuatan (yang);
2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang vyang dapat);
Dipertanggungjawabkan.
b. Dari sudut Undang-undang Dari rumusan-rumusan tindak pidana
tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak

pidana, yaitu:8!

78 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002,
h. 79.

7 |bid.

80 |bid, h. 81

81 1bid, h. 82
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1) Adanya unsur tingkah laku;

2) Melawan hukum;

3) Kesalahan;

4) Akibat konstitutif;

5) Keadaan yang menyertai;

6) Dapatnya dituntut pidana;

7) Memperberat pidana;

8) Dapat dipidananya seseorang karena tindakannya;

9) Objek hukum tindak pidana;

10)Kausalitas subjek hukum tindak pidana; dan

11)Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana
B. Tinjauan Umum Tentang Cukai.
1. Pengertian Cukai.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang diatur
pada Pasal 1 ayat 1 tentang Cukai yang berbunyi “Cukai adalah pungutan
negara yang dikenakan terhadap barang -barang tertentu yang mempunyai
sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.
Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan
tersebut.®?

Berdasarkan uraian diatas maka pengertian tindak pidana cukai
dapat disimpulkan adalah merupakan suatu perbuatan yang dijatuhkan
hukuman atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang dilarang oleh
undang-undang tentang cukai.

Dalam bidang cukai, kriteria tindak pidana diatur di dalam undang-

undang, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan ketentuan pidana cukai

82 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara,
Raja Grapindo Persada, Jakarta 2002 h. 1
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diatur dalam UndangUndang Cukai Pasal 50 sampai dengan Pasal 62.
Tindak pidana Cukai pada pasal tersebut meliputi: tidak memiliki izin atas
perusahaan, importir, tempat penyimpanan BKC, tidak melakukan
pencatatan atas BKC sesuai aturan yang menimbulkan kerugian negara,
pemalsuan buku-buku dan segala dokumen cukai yang diwajibkan,
menawarkan, menjual BKC tidak dikemas, segala tindakan membuat,
meniru dan memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan,
mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan
untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu dan atau bekas (sudah
dipakai) dengan melawan hukum, menyimpan, menimbun, memiliki,
menjual, menukar BKC hasil tindak pidana, merusak segel, menerima
dan/atau menawarkan pita cukai dari kepada yang tidak berhak.

Hal-hal tersebut diatas merupakan tindakan yang dikategorikan
sebagai tindakan pidana di dalam bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai
dengan batasan pengertian istilah pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
sebagaimana suatu tindak pidana diartikan sebagai setiap perbuatan yang
diancam pidana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan
Undang-Undang Cukai. Selanjutnya jika ditemui hal-hal tersebut akan

diproses secara hukum.

8 Ebennezer Simanullang, Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Terhadap
Tindak Pidana Di Bidang Cukai, Jurnal FH Universitas HKBP Nommensen, Medan 2014,
h. 15
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Pengenaan ini berlaku terhadap barang kena cukai yang salah
satunya rokok, dikenakan atas barang-barang yang mempunyai dampak
negative terhadap kesehatan manusia, kestabilan ketertiban dan
keamanan Negara, distori perekonomian, dalam pemakaiannya perlu
dibatasi dan diawasi. Yang jelas cukai rokok merupakan pungutan atas
hasil manufaktur/pabrik atau barang-barang yang diproduksi atas lisensi
(izin khusus) saat barang dikeluarkan dari pabrik atau diimpor.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Cukai.

Adapun unsur-unsur tindak pidana cukai yang terkandung dalam
UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang bunyinya
sebagai berikut bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan,
menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak
dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak
dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang
menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau
memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus
diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai

dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.8*

84 Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
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Kajian dari unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal
tersebut adalah sebagai berikut :#°

(1) Unsur “setiap orang” Yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap
orang pribadi atau setiap badan hokum

(2) Unsur “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk
dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar,
memperoleh23 atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya
atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana” Berdasarkan
beberapa perbuatan tersebut merupakan salah satu unsur-unsur delik
yang harus dipenuhi terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai.
Sehingga perbuatan pelaku-pelaku dan bahkan pedagang-pedagang
kecilpun sudah dapat dijerat dengan pasal ini.

(3) Unsur “barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran
atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai
lainnya dan berasal dari tindak pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Cukai.

Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang diatur di dalam UU No.

11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, antara lain:86

85 [rwandi Syahputra, Penegakan Hukum Peredaran Rokok llegal tanpa Cukai
berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi
Kepulauan Riau, JOM Fakultas Hukum Volume Ill, nomor 1, Februari 2016, h. 10

86 Bambang Semedi, Modul, Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai,
Jakarta 2009, h. 29-33.



54

a. Tindak pidana di bidang perizinan BKC yang diatur di dalam Pasal 50
UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang
yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor
BKC dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan
paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

b. Tindak pidana tentang pemasukan dan pengeluaran BKC yang diatur di
dalam Pasal 52 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu
pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang
mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 25
ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan
paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

c. Tindak pidana yang terkait pencatatan BKC ke dalam buku persediaan
yang diatur di dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39
Tahun 2007, yaitu pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a atau pengusaha
tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang mengakibatkan kerugian
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negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar, dan Pasal 53 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No.
39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang dengan sengaja
memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen,
sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan
keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar
pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha,
termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di
bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang
palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

. Tindak pidana tentang BKC yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai
yang diatur di dalam Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39
Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan,
menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk
penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda
pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua)
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kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar.

. Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai
bekas BKC yang diatur di dalam Pasal 55 UU No. 11 Tahun 1995 Jo.
UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang: 1) membuat secara
melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda
pelunasan cukai lainnya, 2) membeli, menyimpan, mempergunakan,
menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau
mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu
atau dipalsukan, dan 3) mempergunakan, menjual, menawarkan,
menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai
atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8
(delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai
cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya
dibayar.

Tindak pidana tentang penadahan BKC yang diatur di dalam Pasal 56
UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang
yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh,
atau memberikan BKC yang diketahuinya atau patut harus diduganya
berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
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(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan
paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

. Tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman BKC yang diatur
di dalam Pasal 57 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007,
yaitu setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas atau merusak
kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur di dalam
undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta
rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).

. Tindak pidana tentang penggunaan pita cukai yang bukan haknya
terhadap BKC yang diatur di dalam Pasal 58 UU No. 11 Tahun 1995 Jo.
UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menawarkan, menjual,
atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya
kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan
pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali
nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar.

Tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang

berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai
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yang diatur di dalam Pasal 58A UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39
Tahun 2007, yaitu setiap orang yang secara tidak sah mengakses
sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau
pengawasan di bidang cukai, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana
denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan,
perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi terkait BKC yang
diatur di dalam Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun
2007, yaitu jika suatu tindak pidana menurut undang-undang ini
dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan,
perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi
pidana dijatuhkan terhadap: 1) badan hukum, perseroan, perusahaan,
perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, 2) mereka yang
memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang

bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
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Tindak pidana menurut undang- undang ini dianggap dilakukan oleh
atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan,
yayasan atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-
orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan
hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan,
perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, tanpa
memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah
melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum,
perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu
penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari
seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut
dapat diwakili oleh seorang lain. Terhadap badan hukum, perseroan,
perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana
berdasarkan undangundang ini, pidana pokok yang dijatuhkan
senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana
penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak
pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
Pasal 14 Undang-Undang Cukai mengatur bahwa setiap orang yang
akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha

tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok
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Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri. Kewajiban memiliki izin untuk
menjalankan kegiatan sebagai penyalur atau pengusaha tempat penjualan
eceran berlaku untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil
alkohol. Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai
penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran selain etil alkohol dan
minuman yang mengandung etil alcohol ditetapkan dengan peraturan
menteri.

C. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Menjual Barang Kena

Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai.

Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, namun
memiliki karakteristik yang berbeda, yang khusus, yang tidak dimiliki oleh
jenis-jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang
sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung.®’” Salah satu faktor
penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh
berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan
dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat
dari tahun ke tahun, maupun penyerapan tenaga kerja oleh industri rokok,
di samping fungsi utamanya vyaitu regulater yang pada dasarnya
membatasi, mengurangi bahkan meniadakan peredaran barang kena cukai

yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum.8®

8 Ryan Firdiansyah Surayawan, Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina,
Jakarta Mitra Wacana Media, 2013, h. 7
8 |bid, h. 4
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Pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
perubahan atas undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai
adalah:

(1) Peraturan perundang-undangan cukai yang selama ini dipergunakan
sebagai dasar pemungutan cukai, sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan perekonomian nasional;

(2) Dasar hukum pemungutan cukai yang berlaku selama ini terdiri dari
beberapa ordonansi yang memberi perlakuan berbeda-beda dalam
pengenaan cukainya, sehingga kurang mencerminkan asas keadilan
dan belum dapat memanfaatkan potensi objek cukai yang ada secara
optimal serta kurang memperhatikan aspek perlindungan masyarakat.8®

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, selain
bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip :

(1) Keadilan dalam keseimbangan, vyaitu kewajiban cukai hanya
dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan
untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang
sama dalam hal dan kondisi yang sama;

(2) Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian
nasional, vyaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya
pembebasan cukai terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk

keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

8 lpid, h. 4
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(3) Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang
kesehatan, ketertiban, dan keamanan;

(4) Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada
perekonomian nasional;

(5) Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi
cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan
mudah dipahami oleh anggota masyarakat;

(6) Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan
dalam undangundang dapat menjamin peningkatan penerimaan
negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan
pembiayaan pembangunan nasional;

(7) Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.%°

Subjek di bidang cukai diatur secara khusus dalam Pasal 14

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut : Setiap orang

yang akan menjalankan kegiatan sebagai :

(1) Pengusaha pabrik Pengusaha pabrik adalah orang yang
mengusahakan pabrik

(2) Pengusaha tempat penyimpanan Pengusaha tempat penyimpanan

adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.

% |pid, h. 7
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(3) Importir barang kena cukai Importir barang kena cukai adalah orang baik
secara pribadi maupun badan hukum yang memasukkan barang kena
cukai ke dalam daerah pabean.

(4) Penyalur. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual
barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata
ditujukan bukan kepada konsumen akhir.

(5) Pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor
Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri. Pengusaha tempat
penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan
eceran.%?

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang kena cukai

(obyek cukai) terdiri dari :

(1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang
digunakan dan proses pembuatannya;

(2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun,
dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses
pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohal,

(3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau
iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak
mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan

pembantu dalam pembuatannya.®?

91 Andrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Jakarta; Sinar Grafika,2012, h. 48
92 Kansil, C.S. T dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Cukai dan
Meterai, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2017, h.12-13
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Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur
rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan Undang
undang yang telah berlaku dikatakan sebagai rokok ilegal, setiap orang
yang mengedarkannya dapat dikatakan melawan hukum dan dapat
dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

Sebagai bagian dari hukum fiscal, Undang-Undang Cukai
selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sehingga
penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun
apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan
seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya,
pemalsuan dokumen, menjual BKC tanpa mengindahkan ketentuan yang
mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang
semacam itu dikenakan sanksi pidana. Dari sisi penegakan hukum,
UndangUndang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 sudah memuat pengenaan
sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya
berupa denda nominal tetap mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 75 juta dan
sanksi pidana minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk dapat lebih
memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, Undang-Undang
Cukai mengatur batasan sanksi minimum. Selain itu juga ada sanksi pidana
kumulatif terlihat dengan digunakan kata “dan” pada pengaturan sanksi
pidana misalnya penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima

tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan 10 kali nilai
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cukai yang seharusnya dibayar. Salah satu contoh ketentuan pelanggaran
yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7),
yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan
sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Maksud pengenaan sanksi pidana adalah untuk dapat memberikan
efek jera bagi pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam
UndangUndang Cukai. Salah satu terobosan dalam Undang-Undang
Nomor 39 tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang
Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai adalah batasan sanksi minimum
termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan
pidana pada Undang-Undang Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya
disparitas pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan
pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi
pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang
Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007
bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif. Terdapat pasal sanksi pidana
yang tersebar dalam Pasal 54 dan Psal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai menegaskan:



a)

b)
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Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan,
menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak
dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak
dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling
sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai
cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 56 berbunyi: "Setiap orang yang menimbun, menyimpan,
memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang
kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari
tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10

(sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar



